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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan ketahanan nasional terhadap pelembagaan tradisi
multikulturalisme dalam menata hubungan harmonis antar etnis di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo,mengungkap
faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kebijakan ketahanan nasional terhadap pelembagaan tradisi
multikulturalisme dalam menata hubungan harmonis antar etnis di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo,untuk
melihat implikasi kebijakan ketahanan nasional terhadap pelembagaan tradisi multikulturalisme dalam menata
hubungan harmonis antar etnis di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Pengungkapan tujuan penelitian ini
digunakan dengan metode penelitian kualitatif. Hasil temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa (1).Kebijakan
ketahanan nasional dalam melembagakan tradisi multikulturalisme pada penataan keragaman etnik di Kabupaten lewat
Forum komunikasi antar umat beragama (FKUB) sebagai pelaksanaan kebijakan makro pemerintah pusat masih dalam
kondisi sangat tangguh dalam mewujudkan integrasi nasional, (2) faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kebijakan
ketahanan nasional terhadap pelembagaan tradisi multikulturalisme dalam menata hubungan harmonis antar etnis
disebabkan oleh kearifan lokal dan peran intitusi pendidikan formal (3). Dampak kebijakan ketahanan nasional terhadap
pelembagaan tradisi multikulturalisme dalam menata hubungan harmonis antar etnis di Kabupaten Boalemo Provinsi
Gorontalo telah memberikan kontribusi pada stabilitas keamanan, stabilitas ekoomi, stabiltas politik dan stabilitas sosial
sehingga telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah kabupaten Boalemo sebagai akibat dari
kontribusi warga transmigrasi pada berbagai sektor usaha pertanian, peternakan, kerajinan, sektor usaha perdagangan
dari warga etnis yang berasal dari transmigrasi.

Kata Kunci: Kebijakan Ketahanan Nasional, multikulturalisme dan keharmonisan.

THE EFFECT OF DOWNWARD COMMUNICATION SATISFACTION LEVEL ON
THE PERFORMANCE OF MBKM TEAM OF MQ FM RADIO JOGJA

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the national resilience policy towards the institutionalisation of
multiculturalism traditions in managing harmonious relations between ethnicities in Boalemo Regency, Gorontalo
Province, to reveal the factors that support the success of national resilience policy towards the institutionalisation of
multiculturalism traditions in managing harmonious relations between ethnicities in Boalemo Regency, Gorontalo
Province, to see the implications of national resilience policy towards the institutionalisation of multiculturalism
traditions in managing harmonious relations between ethnicities in Boalemo Regency, Gorontalo Province. Disclosing
the purpose of this research used a qualitative research method. The results of the research findings can be concluded
that (1).The national resilience policy in institutionalising the tradition of multiculturalism in structuring ethnic diversity
in the Regency through the Inter-religious communication forum (FKUB) as the implementation of the central
government's macro policy is still in a very strong condition in realising national integration, (2).The factors that
support the success of the national resilience policy towards institutionalising the tradition of multiculturalism in
structuring harmonious relations between ethnicities are caused by local wisdom and the role of formal education
institutions (3). The impact of national resilience policies on the institutionalisation of multiculturalism traditions in
organising harmonious inter-ethnic relations in Boalemo Regency, Gorontalo Province has contributed to security
stability, economic stability, political stability and social stability so that it has increased the economic growth of the
Boalemo regency government as a result of the contribution of transmigration residents in various agricultural business
sectors, livestock, crafts, trade business sectors from ethnic residents who came from transmigration.

Keywords: National Resilience Policy, multiculturalism and harmony.

Publish by Communication Science Program, Social Politic Faculty Universitas Muhammadiyah Buton.
P-ISSN: 2303-2006 | E-ISSN: 2684-9054



MEDIALOG: Jurnal limu Komunikasi Volume VI, No. |, Februari 2025
P-ISSN: 2656-0690 E-ISSN: 2684-9054

Korespondensi: Roni Lukum S.Pd.,M.Sc. Universitas Negeri Gorontalo. JI. Jend. Sudirman No.247, Kayubulan, Kec.
Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211. No. Hp: +62 821-9569-8660, Email: ronilukum23@gmail.com

PENDAHULUAN

Kehadiran warga transmigrasi di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo sejak tahun 1980an diawal
hadir dilokasi hanya memiliki asset rumah dan lahan diberikan pemerintah daerah hanya 2 Ha dengan rumah
tinggal ukuran atau tipe bangunan 36 fisik bangunannya terbuat dari papan dindingnya beratapkan seng dan
lantainya hanya mesel biasa. Setelah waktu berjalan warga transmigrasi telah mengalami perubahan sosial
sebagai wujud dari kerja keras warga transmigrasi sehingga kualitas hidupnya sudah sangat sejahtera. Dan
hingga saat ini lokasi transmigrasi di Kabupaten Boalemo di kecamatan Paguyaman dan kecamatan Wonosari
yang menguasai lahan pertanian adalah etnis transmigrasi. Begitu juga dengan usaha perdagangan warga etnis
yang telah menguasai perdagangan di dua kecamatan dimana kecamatan Paguyaman dan kecamatan
Wonosari. Namun kehidupan antara warga etnis dari kelompok transmigrasi dan warga kelompok etnis lokal
Gorontalo masih dapat hidup damai tanpa terganggu dengan terjadinya perubahan sosial pada warga
transmigrasi. Dengan demikian pemerintah daerah merasa diuntungkan dengan hadirnya warga transmigrasi,
karena kontribusi terbesar dari warga transmigrasi wilayah Kabupaten Boalemo menjadi daerah lumbung
pangan dari pemerintah Provinsi Gorontalo, demikian halnya dengan PAD (pendapatan asli daerah)
mengalami peningkatan. Kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk sesegera mungkin
membuat kebijakan ketahanan nasional melalui kebijakan mikro mengawal terwujudnyta integrasi nasional
yang permanen bagi warga transmigrasi dengan menetapkan PERDA tentang tradisi multikulturalisme, karena
di Provinsi Gorontalo belum ada PERDA tentang tradisi multikulturalisme, karena urusan konflik sosial
diserahkan kepada urusan pemerintah pusat.

Pendapat lain tentang multikulturalisme Charles Taylor menekankan pentingnya pengakuan terhadap
identitas budaya dalam masyarakat modern yang multikultural. Argumentasinya bahwa setiap individu atau
kelompok budaya memiliki hak untuk diakui secara setara oleh negara dan masyarakat, dan pengakuan ini
penting untuk martabat individu serta identitas kolektif. Berikut ini beberapa poin utama pandangan Taylor
tentang pelembagaan tradisi multikulturalisme :

1. Pentingnya pengakuan,Taylor berpendapat bahwa masyarakat multikultural harus memberikan
pengakuan terhadap berbagai identitas budaya. Pengakuan ini tidak hanya soal toleransi, tetapi
memberikan tempat yang layak bagi identitas-identitas tersebut dalam ranah publik. menurutnya
pengabaian atau penolakan terhadap pengakuan budaya bisa menyebabkan marginalisasi dan
rasa rendah hati di kalangan kelompok minoritas.

2. Kesetaraan dalam pengakuan.Taylor menekankan bahwa multikulturalisme harus berdasar pada

kesetaraan dalam pengakuan identitas. Tidak boleh ada kelompok budaya yang merasa imferior
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atau tidak dihargai dalam struktur sosial dan politik. Kesetaraan inimenjadi dasar bagi terciptanya
keadilan sosial.

3. Hubungan antara identitas dan martabat.Bagi Taylor, pengakuan budaya tidak hanya penting dari
persepektif sosial, tetapi juga menyangkut martabat manusia. Jika identitas budaya seseorang
tidak diakui, martabat mereka pun terancam.

4. Peran negara.Taylor berpendapat bahwa negara memeliki peran penting dalam mendukung dan
memfasilitasi pengakuan budaya ini.Dalam pelembagaan tradisi multikultraisme negara harus
membuat kebijakan yang menghargai dan mengakomodasi berbagai tradisi dan budaya tanpa
harus menciptakan hirarki antar budaya.

5. Dialog antar budaya.Taylor menyarankan bahwa masyarakat multicultural seharusnya
didasarkan pada dialog terbuka antar budaya. Dialog ini memungkinkan pertukaran gagasan
yang setara,dimana semua pihak dapat belajar dari satu sama lain.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui kebijakan ketahanan nasional terhadap pelembagaan
tradisi multikulturalisme dalam menata hubungan harmonis antar etnis di Kabupaten Boalemo Provinsi
Gorontalo, (2). mengungkap faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kebijakan ketahanan nasional
terhadap pelembagaan tradisi multikulturalisme dalam menata hubungan harmonis antar etnis di Kabupaten
Boalemo Provinsi Gorontalo,(3). untuk melihat implikasi kebijakan ketahanan nasional terhadap pelembagaan
tradisi multikulturalisme dalam menata hubungan harmonis antar etnis di Kabupaten Boalemo Provinsi
Gorontalo.

Argumen /hipotesis Argumen/hipotesis (sebab-akibat): X [1Y

Kebijakan ketahanan nasional melalui program pelembagaan tradisi multikulturalisme pada lokasi
transmigrasi di kabupaten Boalemo menunjukan hasil yang sangat positif, dimana dengan adanya sosialisasi
yang intens atas kebijakan makro oleh Forum Komunikasi antar umat beragama (FKUB) membuat kabupaten
Boalemo sebagai lokasi tujuan penempatan transmigrasi sejak tahun 1980 hingga saat ini tidak pernah
mengalami konflik sosial antara warga transmigrasi dengan warga etnis lokal Gorontalo. Hal ini dibuktikan
hasil wawancara dengan salah satu informan kunci yang terlibat dalam melembagakan penataan tradisi
multikulturalisme memberikan fakta sosial bahwa Implementasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten
Boalemo dalam melembagakan tradisi multikulturalisme melalui Forum Komunikasi antar umat beragama
(FKUB) memberikan dampak positif pada kondisi hubungan antar etnis lokal Gorontalo dengan kelompok
etnis trasmigrasi yang kondisinya masih sangat tangguh.

Literatur Review
Kebijakan ketahanan Nasional

Kebijakan ketahanan nasional yang bertujuan untuk membangun keharmonisan antar etnis biasanya
menekankan pada menjaga stabilitas, persatuan, dan kesatuan di tengah keberagaman masyarakat. dalam

konteks ini ketahanan nasional bukan hanya berkaitan dengan pertahanan militer, tetapi juga tentang
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ketahanan sosial, budaya, dan politik. Berikut ini beberapa aspek penting yang dapat memahami kebijakan

ketahanan nasional dalam membangun keharmonisan antar etnis :

a

Pengakuan identitas nasional.Salah satu tujuan utama kebijakan ketahanan nasional dalam
konteks keharmonisan antar etnis adalah memperkuat identitas nasional yang mencakup semua
kelompok etnis. Negara berusaha menciptakan rasa persatuan tanpa menghilangkan identitas
etnis atau budaya . ini dapat dilakukan melalui pendidikan, program kesadaran nasional, serta
simbol-simbol negara yang mencerminkan keberagaman , seperti bahasa, bendera, dan nilai-nilai
kebangsaan.

Pelembagaan prinsip multikulturalisme.Dalam kebijakan ketahanan nasional, multikulturalisme
sering kali diadopsi sebagai kerangka untuk mengakui dan menghargai keragaman etnis. negara
dapat menbdukung program-program yang mengpromosikan penghargaan terhadap berbagai
budaya, agama dan tradisi etnis yang ada di dalam masyarakat. ini dilakukan dengan mengakui
hak-hak kelompok minoritas untuk mempraktekan budaya mereka sendiri, selama tetap dalam
kerangka hukum dan konstitusi negara.

Pencegahan konflik antar etnis.Salah satu komponen penting dari kebijakan ketahanan nasional
adalah pencegahan konflik antar etnis. konflik etnis dapat mengancam stabilitas dan integrasi
nasional. Kebijakan negara harus mencakup upaya untuk mendeteksi konflik, menangani
ketegangan yang muncul, dan menciptakan mekanisme resolusi konflik yang damai. Ini dapat
dilakukan melalui dialog antar komunitas, pelibatan pemimpin adat dan agama, serta mediasi
dari pemerintah.

Pembangunan sosial ekonomi yang inklusif. Ketidak setaraan ekonomi sering menjadi sumber
ketegangan antar etnis. kebijakan ketahanan nasional harus memastikan pembangunan yang
inklusif', dmana setiapkelompok etnis memiliki kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi,
pendidikan dan kesehatan, dan pekerjaan, dengan membangun infrastruktur yang merata dan
program sosial yang adil, negara dapat meminimalkan kecemberuan sosia antar kelompok.
Pendidikan untuk toleransi dan keberagaman.Pendidikan multikultural merupakan elemen
penting dalam kebijakan ketahanan nasional untuk membangun kehaemonisan antar etnis.Sistem
pendidikan perlu dirancang untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghormatidan
kesetaraan sejak dini.Kurikulum sekolah dapat mengajarkan tentang sejarah, budaya, dan
konstitusi berbagai kelompok etnis dalam membangun negara.

Penguatan kelembagaan dan hukum.Negara memerlukan lembaga-lembaga yang kuat untuk
mendukung harmoni antar etnis. ini termasuk lembaga hukum yang adil dan tidak diskriminatif,
lembaga hak asasi manusia, serta mekanisme perlindungan minoritas. Undang-undang yang

melindungi hak-hak kelompok minoritas dan mencegah diskriminasi etnis atau agama harus
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diterapkan dengan tegas. Sanksi terhadap pelanggaran hak-hak ini juga harus jelas dan
dijalankan secara konsisten.

Peran media dalam membangun Narasi harmoni.Media memiliki peran penting dalam
membangun atau mengganggu keharmonisan antar etnis.kebijakan ketahanan nasional harus
melibatkan media dalam mengpromsikan narasi persatuan, toleransi, dan penghargaan terhadap
kebergaman. Pemerintah dapat bekerja sama dengan media untuk menyebarkan pesan yang
menguatkan kohesi sosial dan memperhatikan keberagaman etnis sebagai asset nasional, bukan
ancaman.

Penggunaan diplomasi budaya. Negara dapat mengadopsi diplomasi budaya sebagai bagian dari
strategi ketahanan nasional, dimana budaya etnis yang berbeda dihargai dan dipromosikan baik
dalam negeri maupun ditingkat internasional. Kegiatan budaya yang menampilkan keragaman
etnis dapat memperkuat persatuan di dalam negeri dan juga memperbaiki citra negara di mata

dunia.

Pelembagaan Tradisi Multikulturalisme

Pelembagaan tradisi multikulturalisme bertujuan untuk menciptakan struktur yang melindungi hak-hak

kelompok minoritas sambil memastikan harmoni sosial dan kohesi nasional proses ini mencakup langkah-

langkah seperti :

1.

Pengakuan Hak Budaya.Negara memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak kelompok etnis atau
budaya untuk mempraktekkan tradisi mereka secara bebas.

Kebijakan Pendidikan Multikultural. Mengintegrasikan nilai-nilai dan pendidikan tentang keberagaman
budaya dalam kurikulum nasional untuk mendidik genarasi muda tentang pentingnya toleransi dan saling
menghormati.

Pengakuan politik. Menciptakan kebijakan inklusif yang memastikan kelompok-kelompok minoritas
memiliki perwakilan politik dan akses terhadap pengambilan keputusan.

Kebijakan sosial.Menerapkan program-program sosial yang berfokus pada inklusi ekonomi, sosial, dan
budaya bagi kelompok minoritas untuk memastikan tidak ada diskriminasi dalam akses terhadap sumber
daya negara.

Legislasi khusus.Mengeluarkan undang-undang yang melarang diskriminasi berdasarkan etnis atau

agama dan menjamin hak-hak asasi manusia. (Will Kymlicka 1995).

Harmonisasi Sosial.

Pengertian harmoni sosial merujuk pada keadaan dimana individu dan kelompok dalam suatu

masyarakat hidup berdampingan secara damai dengan saling menghormati, bekerja sama dan memahami

perbedaan yang ada, baik itu perbedaan etnis, agama, budaya, maupun status sosial. Harmonisasi sosial terjadi

ketika ada keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan bersama dalam masyarakat, serta tidak

adanya konflik yang signifikan di antara kelompok-kelompok yang berbeda.
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Berikut ini ada beberapa elemen-elemen kunci dalam pemahaman harmoni sosial yang ditandai oleh
indikator, a. adanya toleransi,b.adanya keadilan sosial,c. adanya kesetaraan dan inklusi,d. adanya dialog dan
komunikasi,e. adanya kohesi sosial,f. adanya penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat, g.

adanya resolusi konflik. ( Bhikhu Parekh, 2000).

METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian.

Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo pada kelompok etnis lokal Gorontalo dengan kelompok etnis
transmigrasi. Alasan penetapan lokasi penelitian disebabkan kabupaten Boalemo sebagai tujuan penempatan
transmigrasi dari tahun 1980 mengalami perubahan sosial yang dapat berpotensi terjadinya gesekan sosial
sebagai akibat dari penguasaan sumber daya ekonomi sehingga etnis lokal Gorontalo masih tetap dapat
menerima kehadiran kelompok etnis transmigrasi, dengan adanya hubungan harmonis peneliti tertarik untuk
menguji beberapa teori sosial dan juga menguji kemampuan pemerintah daerah kabupaten Boalemo dalam
menata kehidupan antar etnis di kabupaten Boalemo.

Desaian penelitian

Untuk membuktikan dan menguji beberapa teori sosial terhadap pemetaan konflik sosial diperlukan
pendekatan penelitian kualitatif dalam mengungkap mengapa penempatan trasmigrasi di wilayah kabupaten
Boalemo Provinsi Gorontalo masih tetap sangat tangguh dalam menjaga keharmonisan antar kelompok etnis
trasnmigrasi dengan kelompok etnis lokal.
Sumber Data

Dalam menggali informasi fokus penelitian ini menggunakan sumber Informan yang mengetahui

kondisi masyarakat dilokasi transmigrasi berdasarkan perwakilan dari beberapa etnis yang ada dilokasi
penelitian. Begitu juga dengan informan kunci dari pemerintah daerah kabupaten Boalemo. Seperti Bupati,
Sekda,kepala Kesbangpol kabupaten Boalemo,camat, kepala desa,tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh
masyarakat.
Pengumpulan data

Untuk pengumpulan data bagi penataan etnis dilokasi transmigrasi dilakukan melalui observasi
terhadap kondisi transmigrasi di wilayah kabupaten Boalemo, wawancara dengan key person dan

dokumentasi yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

Analisis Data.

Model analisis interaktif dibagi dalam 3 (tiga) tahapan berikut: tahap pertama data reduction
(pengurangan data), merupakan proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus
menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri

tema, dan menyusun ringkasan, menyeleksi dan penyederhaaan data yang diperoleh dilapangan. Tahap kedua
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Data Display (penyajian data) merupakan sekumpulan hasil reduksi data kemudian diorganisasikan kedalam
bentuk matriks (display data) sehingga terlihat gambarannya secara lebih utuh. Tahap ketiga Conclusion
Drawing/Verification (penarikan kesimpulan) yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari
berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data

pendukung atau menolak simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan ketahanan nasional dalam penataan hubungan harmonis antar etnis di Kabupaten Boalemo
Provinsi Gorontalo.
Bila melihat penataan kebijakan etnis di kabupaten Boalemo yang dilaksanakan melalui kebijakan

makro dalam membangun tradisi multikulturalisme. Hasil penataan tersebut dilaksanakan dalam wujud
sosialisasi tradisi multikulturalisme melalui Forum Komunikasi antar umat beragama (FKUB). Berdasarkan
penelusuran dilapangan diawali dari pernyataan bapak DR.Sheman Moridu,S.Pd,MM yang ditemui diruang
kerjanya memberikan keterangan terhadap tradisi multikulturalisme sebagai berikut :

“Dalam merawat tradisi multikulturalisme pemerintah daerah Kabupaten Boalemo selalu kebijakannya
berpihak kepada kepentingan bersama, tanpa membeda-bedakan dalam pelayanan publik dan itu
dilakukan dalam semua jangkauan pemerintahan. Apalagi kabupaten Boalemo ini benar-benar sebagai
daerah multikutural, karena terdiri dari Sembilan (9) etnis dan ras dimana masyarakat Kabupaten
Boalemo sebagai daerah penempatan trasmigrasi dan migrasi yang terdiri dari etnis Jawa, ras Arab,
suku Makasar, suku Minahasa, Suku Bali, Lombok, ras China, etnis Sangir, etnis Gorontalo semua
diperlakukan dengan adil didalam memberikan pelayanan publik (wawancara tanggal 8 Januari
2024)”.

Pernyataan Bupati Boalemo di atas masih dalam kebijakan pelayanan publik dan memposisikan sebagai
pemerintah daerah yang tidak pilih kasih dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Dengan
kebijakan tersebut sangat membantu merukunkan masyarakat kabupaten Boalemo yang
multikultural. Kebijakan menjadi bapak dari kepala rumah tangga warga masyarakat Boalemo, sehingga harus
bersikap adil dalam setiap memberikan bantuan sosial bagi rakyatnya, tanpa melihat dari etnis, agama, ras dan
ideologi pilihan politik. Semua ini dilaksanakan dalam rangka merawat tradisi multikulturalisme, agar supaya
masyarakat kabupaten Boalemo merasa nyaman menjadi penduduk kabupaten Boalemo.

Untuk lebih mendapatkan tindak lanjut dari informasi dari kondisi tradisi multikulturalisme di

Kabupaten Boalemo, peneliti menemui dikemukakan oleh sekda Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

bapak Suprananda Nu,ST, ditemui diruang kerja menyampaikan kondisi kabupaten Boalemo sebagai berikut

“Menyatakan kabupaten Boalemo sebagai penempatan trasmigrasi sejak tahun 1980an yang
penempatannya bukan hanya di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman, akan tetapi
penempatannya pun ada di wilayah Kecamatan Paguyaman Pantai. Penempatan trasmigrasi di dua
wilayah kecamatan yakni kecamatan Wonosari dan kecamatan Paguyaman sudah berlangsung sejak
tahun 1980an dan untuk wilayah Kecamatan Paguyaman Pantai Program trasmigrasi dibuka atau
ditempatkan sejak tahun 2015. Melihat bentang alam sebelum adanya trasmigrasi hanya hutan
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belantara. Dengan masuknya trasmigrasi telah merubah kawasan hutan menjadi areal pertanian yang
sangat berkontribusi bagi ketahanan pangan di daerah kabupaten Boalemo. Namun kehidupan antar
warga trasmigrasi dan kelompok etnis lokal Gorontalo masih terjalin hubungan yang sangat harmonis
dari sejak trasmigrasi memasuki wilayah kabupaten Boalemo, hingga penempatan di tahun 2015 di
Kecamatan Paguyaman Pantai kondisi hubungan antar kelompok etnis lokal Gorontalo dengan etnis
trasmigrasi, masih tetap terjalin hubungan harmonis, tanpa ada konflik yang menjurus kepada konflik
komunal ( wawancara tanggal 4 Januari 2024)”.

Berdasarkan jawaban informan Sekda Boalemo tersebut menjadikan kabupaten Bolalemo tidak pernah
memikirkan formulasi kebijakan berupa RANPERDA tentang tradisi multikulturalisme di Kabupaten
Boalemo. Dan ini juga dikemukakan oleh salah seorang anggota DPRD Kabupaten Boalemo ketika ditemui
di ruang kerjanya memberikan jawaban atas ketiadaan RANPERDA tentang tradisi multikulturalisme di
Kabupaten Boalemo sbb :

“DPRD Kabupaten Boalemo tidak pernah membahas RANPERDA tradisi multikulturalisme dalam

rangka memperkuat tradisi multikulturalisme melalui sosialisasi dari Forum Komunikasi antar umat
beragama (FKUB) di Kabupaten Boalemo. Dan itu diperkuat oleh staf sekertariat DPRD Kabupaten
Boalemo yang menyatakan tidak pernah menjadi pembahasan RANPERDA tentang tradisi
multikulturalisme (wawancara tanggal 4 Januari 2024)”.
Berdasarkan jawaban informan tersebut menunjukan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Boalemo
belum memikirkan RANPERDA tradisi multikulturalisme sebagaimana yang ada dibeberapa daerah di

Indonesia. Namun keyakinan itu bisa menjadi permasalahan bila terjadi perkembangan situasi dalam jangka

panjang antar warga trasmigrasi dengan kelompok etnis lokal Gorontalo.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kebijakan ketahanan nasional dalam penataan FEtnis di
Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Kabupaten Boalemo kebijakan ketahanan nasional berupa kebijakan mikro tidak diformulasikan dalam
bentuk RANPERDA tradisi multikulturalisme sekalipun di daerah tempat tujuan trasmigrasi memiliki potensi
konflik dimasa depan. Namun pemerintah daerah Kabupaten Boalemo masih dapat merawat kebhinekaan
melalui sosialisasi tradisi multikulturalisme melalui sosialisasi tradisi multikulturalisme lewat Forum
Komunikasi antar umat beragama (FKUB). Untuk menemukan jawaban tersebut, ada beberapa indikasi faktor

pendukung terciptanya hubungan yang harmonis di wilayah kabupaten Boalemo di bawah ini.

Kearifan lokal
Faktor-faktor pendukung dalam membangun hubungan harmonis antar etnis Bali, Minahasa dengan etnis

lokal Gorontalo ,etnis Jawa, ras arab, ras Eropa dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah. Hal ini terlihat
dari pernyataan warga transmigrasi informan penelitian Abdul Holid dan Abdulah juga mengatakan bahwa :

“Etnis Lokal Gorontalo sangat ramah kepada warga trasmigrasi sampai dengan saat ini, dikatakan
agak mudah menjalin hubungan harmonis dengan etnis Gorontalo karena sekeyakinan agama,
sehingga terjalin hubungan harmonis hingga saat ini, apalagi tradisi enis lokal Gorontalo dengan
kearifan lokalnya diacara-acara ritual keagamaan seperti diacara kematian, dan setelah kematian ada
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adat hari ke 3, ke 7, ke 20, ke 40 dan ke 100 hari, disaat itu terjadi proses pembauran antar kelompok
etnis lokal dengan kelompok etnis Jawa. Dan juga diacara hajatan untuk orang Gorontalo selalu
mengundang tetangga terdekat. Dengan kearifan lokal Gorontalo, kami dari warga trasmigrasi dari
Jawa bisa merasa satu keluarga besar dengan etnis lokal Gorontalo (Wawancara 28 Januari 2024)”.
Dengan adanya kearifan lokal Gorontalo pada kegiatan ritual keagamaan dapat menyatukan hubungan

harmonis antara etnis Jawa dengan etnis Gorontalo, apalagi dengan kegiatan ritual ketupat dari etnis Jawa
menambah hubungan interaksi sosial dalam memperkuat integrasi nasional di wilayah Kabupaten Boalemo
Provinsi Gorontalo.

Institusi Pendidikan Formal melalui Pendididikan multikultural di sekolah.
Salah satu yang sangat berpengaruh didalam menjaga tradisi multikulturalisme di masyarakat Kabupaten

Boalemo disumbang oleh institusi pendidikan formal. Dengan adanya pendidikan formal generasi muda dari
semua etnis memasuki jenjang sekolah dasar dan digembleng melalui mata pelajaran pendidikan
kewarganegaraan dan pendidikan agama, pendidikan sejarah dan pendidikan bahasa Indonesia mendapatkan
materi-materi bagaimana menyatukan warga negara yang berbeda agama, suku, ras dan ideologi politik untuk
saling menghargai sehingga tercipta integrasi nasional.

Intervensi pendidikan formal yang dilakukan pemerintah daerah dalam membangun sarana dan prasarana
pendidikan, menjadi faktor penentu didalam melembagakan tradisi multikulturalisme di daerah kabupaten
Boalemo, sehingga tradisi kearifan lokal yang dibawah para tokoh agama, tokoh masyarakat yang dianggap
sepuh dapat dipelajari melalui pendidikan formal. (Amirin, 2013)° Dengan kata lain, jika pendekatan
pendidikan multikultural akan diimplementasikan di Indonesia, haruslah berdasarkan realita Indonesia dan
kearifan lokal (local wisdom atau indigenous knowledge) dalam makna luas,tegasnya dengan memperhatikan
karakteristik bangsa dan budaya Indonesia sendiri.

Pendidikan multilkultural itu dapat dilihat atau diposisikan sebagai berikut :

1. Sebagai falsafah pendidikan; yaitu pandangan bahwa kekayaan keberagaman budaya Indonesia
hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem pendidikan
dan kegiatan belajar-mengajar di Indonesia guna mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan
makmur (berbarkat) dan bahagia dunia akhirat.

2. Sebagai pendekatan pendidikan; yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan yang kontekstual,
yang memperhatikan keragaman budaya Indonesia. Meminjam “teori” Zamroni (2011a:149-gambar),
kedudukan nilai budaya dalam struktur statis pendidikan (bawaan siswa, bawaan guru, kurikulum, dan
pedagogi atau “the art of teaching”).

3. Bidang kajian dan bidang studi; yaitu disiplin ilmu yang dibantu oleh sosiologi dan antropologi
pendidikan menelaah dan mengkaji aspek-aspek kebudayaan, terutama nilai-nilai budaya dan
perwujudannya (norma, etiket atau tatakrama, adat-istiadat atau tradisi dan lain-lain mencakup
“manifestasi budaya” agama) untuk/dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan.

Fakta literatur
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Tradisi multikulturalisme dapat menjadi sebuah kebijakan administrasi publik harus terlebih dahulu
mengetahui pengertian administrasi publik yang selalu diartikan sama dengan ilmu administrasi negara
dengan demikian memiliki kesamaan juga dengan kajian kebijakan publik. Untuk memahami konsep tersebut
sebaiknya dimulai dengan memahami kebijakan publik melalui pendekatan etimologi.

Berdasarkan segi etimologi Istilah kebijakan (policy) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan
istilah-istilah lain seperti tujuan (' goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-
usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (policy makers) istilah-istilah tersebut tidaklah akan
menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang
yang berada distruktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan. Syafile
(2006:104), mengemukakan bahwa kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom)
karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi
setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu Syafiie mendefinisikan kebijakan publik adalah
semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan
mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan
dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Pandangan Anderson tentang kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan
seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson,
mengklasifikasi kebijakan, policy, menjadi dua: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang
harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan
tersebut diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh
badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah!.

Dalam mendukung teori administrasi publik menggali jawaban objek penelitian tentang tradisi
multikulturalisme dalam membangun hubungan harmonis antar etnis melalui kebijakan ketahanan nasional
dapat dilakukan melalui beberapa teori di bawah ini sebagai berikut :

Teori Birokrasi (Max Weber)

Teori birokrasi Max Weber menekankan pentingnya struktur formal, aturan, dan prosedur dalam
organisasi. Dalam konteks kebijakan ketahanan nasional yang mencakup multikulturalisme, teori ini
membantu menganalisis bagaimana struktur birokrasi pemerintah mendukung atau menghambat implementasi
kebijakan yang bertujuan untuk harmonisasi antar etnis. *Teori Birokrasi ini memberikan petunjuk bagi
pemerintah daerah melaksanakan pelembagaan tradisi multikulturalisme dengan mempertimbangkan struktur
formal, aturan dan prosedur dalam organisasi.Pelembagaan tradisi multikulturalisme sebagai kebijakan

ketahanan nasional tidak semata-mata hanya mengikuti apa yang telah ada,tetapi bagaimana pemerintah

! Tahir,2020” Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.Halaman 20.
2 Weber, M. (1947). The Theory of Social and Economic Organization. Free Press.
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daerah melakukan inovasi dalam membangun struktur serta regulasi berupa peraturan daerah tentang tradisi
multikulturalisme dalam menjaga hubungan harmonis antar etnis di wilayah pemerintah daerah.

Teori Jaringan (Christopher Ansell dan Alison Gash).
Teori ini berfokus pada kolaborasi antara berbagai aktor dalam jaringan. Dalam konteks teori jaringan

dapat digunakan untuk memahami bagaimana pemerintah, kelompok etnis, dan organisasi masyarakat sipil
bekerja sama dalam kebijakan ketahanan nasional untuk menciptakan harmoni antar etnis. *> pandangan teori
ini memberikan isyarat bahwa mengimplementasikan kebijakan ketahanan nasional pada pelembagaan tradisi
multikulturalisme mewujudkan keharmonisan antar etnis dapat dilakukan dengan kolaborasi antara berbagai
aktor dalam jaringan. Ketentuan ini menjadi sebuah kewajiban pemerintah daerah membangun jaringan mulai
dari pemerintah daerah sampai dengan pemerintah desa dengan membangun komunikasi juga dengan
FORKOMPIMDA (pemerintah daerah, kejaksaan, TNI dan POLRI) mewujudkan terlaksananya pelembagaan

tradisi multikulturalisme di daerah.

Teori Partisipasi (Robert Putnam)
Teori partisipasi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan

keputusan. Dalam kebijakan ketahanan nasional, teori ini relevan untuk memahami bagaimana partisipasi
kelompok etnis mempengaruhi kebijakan yang mendukung integrasi dan harmoni.* Teori ini memberikan
petunjuk kepada pemerintah daerah bila ingin melembagakan tradisi multikulturalisme tidak melupakan
keterlibatan warga masyarakat dalam memahami terlebih dahalu konsep tradisi multikulturalisme.
Membangun kesadaran warga masyarakat menjadi prioritas utama dalam mengimplementasikan teori
partisipasi tersebut.

Berdasarkan fakta literatur di atas menunjukan bahwa melembagakan tradisi multikulturalisme dalam
wujud kebijakan ketahanan nasional diperlukan beberapa teori dalam membangun hubungan harmonis antar
etnis di kabupaten Boalemo sebagai lokasi transmigrasi sejak tahun 1980 an, dan saat ini telah terjadi
perubahan sosial, dimana warga transmigrasi dengan etos kerja yang tinggi dilokasi transmigrasi telah
memperbaiki kualitas hidup warga transmigrasi, sehingga menjadi komponen terpenting bagi warga
masyarakat kabupaten Boalemo yang memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah
kabupaten Boalemo. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah Kabupaten Boalemo harus melakukan kebijakan
ketahanan nasional dalam menjaga stabilitas keamanan, politik, sosial budaya melalui pelembagaan tradisi
multikulturalisme.

Dampak Kebijakan ketahanan nasional dalam penataan etnis melalui pelembagaan tradisi
multikulturalisme terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

3. Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and
Theory, 18(4), 543-571.
4 Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster.
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Bahwa berdasarkan tujuan penelitian untuk menganalisis dan menemukan teorikal gap dan emperikal
gap tentang tradisi multikulturalisme dalam membangun hubungan harmonis antar etnis melalui perspektif
kebijakan ketahanan nasional (Studi di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo), maka terdapat beberapa
implikasi dari novelty penelitian ini diantaranya

1. Pemerintah daerah akan lebih efektif dalam menjalankan tradisi Multikulturalisme untuk membangun
hubungan harmonis antara kelompok etnis transmigrasi dengan kelompok etnis lokal Gorontalo, demi
terwujudnya integrasi nasional di daerah Kabupaten Boalemo sebagai salah satu kabupaten di Provinsi
Gorontalo untuk penempatan transmigrasi.

2. Efisien dalam membentuk melembagakan tradisi multikulturalisme dalam menjaga hubungan
harmonis antar kelompok etnis yang berasal dari kelompok etnis transmigrasi dengan kelompok etnis
lokal Gorontalo demi terwujudnya integrasi nasional.

3. Responsivitas dari kinerja aparatur dalam menjaga stabilitas daerah Kabupaten Boalemo akan semakin
intensif setelah ada hasil temuan penelitian tentang potensi konflik bagi daerah kabupaten Boalemo
sebagai lokasi penempatan transmigrasi di Provinsi Gorontalo.

4. Hasil temuan penelitian tentang indeks ketahanan wilayah yang menyatakan sangat tangguh terhadap
kondisi stabilitas di wilayah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo akan mendorong pemerintah
daerahnya untuk lebih berinovasi menjaga hubungan harmonis antar etnis dan mendorong untuk
memformulasikan RANPERDA tentang tradisi multikulturalisme, demi memperkuat kondisi
ketahanan nasional dalam jangka waktu yang panjang, agar dapat memberikan kenyamanan bagi
warga transmigrasi yang telah sekian lama menempati daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

5. Implikasi dari tujuan penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi potensi
ancaman bagi kerukunan warga transmigrasi dengan kelompok etnis lokal Gorontalo untuk mendorong
diformulasikan RANPERDA tentang tradisi multikulturalisme bagi keharmonisan sosial sepanjang
masa di wilayah Kabupaten Boalemo sebagai lokasi penempatan transmigrasi di Provinsi Gorontalo.

6. Asset yang diperoleh warga transmigrasi akan memiliki kepastian hukum selama diperoleh dari sejak
penempatan transmigrasi di wilayah Kabupaten Boalemo.

7. Perasaan nyaman bagi warga transmigrasi di lokasi penempatan transmigrasi karena pemerintah
daerah berperan langsung dalam mengambil tanggung jawab memberikan kenyamanan bagi warga
transmigrasi di wilayah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Discussion
Bentuk-bentuk kebijakan ketahanan nasional dalam penataan etnis melalui pelembagaan tradisi
multikulturalisme di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Bentuk Penataan keragaman etnis melalui implementasi kebijakan ketahanan nasional melalui sosialisasi

tradisi multikulturalisme pemerintah daerah kabupaten Boalemo dianggap sangat tangguh karena formulasi
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kebijakan ketahanan nasional dilaksanakan melalui sosialisasi Forum komunikasi antar umat beragama
(FKUB) sangat intens dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Boalemo sampai kepada pemerintahan
kecamatan dan pemerintahan desa. Bila dilihat dari beberapa bentuk penataan etnis yang dikemukakan
Effendi dalam Esman (2010 : 180) menawarkan konsep upaya mengendalikan hubungan antar etnis
menawarkan tiga metode berikut managemen hubungan antar etnis sebagai berikut :pertama.Preferensi
sistimatis. Metode ini mencakup pemberian preferensi kepada kelompok etnis sendiri dalam rekrutmen untuk
posisi penting pada birokrasi pemerintahan baik sipil dan militer, dan dalam alokasi sumber dan pelayanan
oleh instrumen AP. Kedua, Mekanisme pasar dan Merit individual mekanisme ini biasanya digunakan bila
kelompok elite yang berkuasa yakin bahwa kelompok etnis mereka sudah berkemampuan tinggi dan
karenanya dapat berkompetisi secara terbuka. Sistem ini bisa berhasil baik bila para elite yang memegang
jabatan AP menerima dan punya komitmen tinggi terhadap nilai-nilai universal fairness.ketiga, Power sharing
atau upaya sejenisnya untuk menciptakan keseimbangan partisipasi dan pemerataan antar etnis tercipta bila
semua masyarakat etnis dijamin atau mendapatkan share secara adil, biasanya proporsional dengan
jumlahnya, dalam lembaga perumusan kebijaksanaan negara, dalam birokrasi sipil dan militer, dalam akses
terhadap pendidikan, dan dalam menikmati hasil dari kebijakan dan program pemerintah.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kebijakan ketahanan nasional dalam penataan Etnis melalui
pelembagaan tradisi multikulturalisme di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Kebijakan ketahanan nasional dalam melembagakan tradisi multikulturalisme di wilayah Kabupaten
Boalemo dinilai positif dan memiliki nilai indeks ketahanan nasional yang sangat tangguh karena didukung
oleh nilai-nilai kearifan lokal dari masing-masing etnis masih terpelihara pada kelompok warga transmigrasi
dengan kelompok warga etnis lokal Gorontalo. selanjutnya faktor pendukung terlaksananya kebijakan
ketahanan nasional dalam melembagakan tradisi multikulturalisme adalah keterlibatan institusi pendidikan
formal dalam membentuk watak generasi mudah memiliki sifat dan prinsip hidup multikultural melalui
pendidikan mata pelajaran agama,pendidikan kewarganegaraan, pendidikan sejarah, pendidikan bahasa
Indonesia. Disamping itu pemerintah daerah dan pemerintah pusat bersinergi dalam melaksanakan kebijakan
makro melalui wadah organisasi FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) program dari kementerian
agama di semua wilayah Indonesia. Dan untuk wilayah kabupaten Boalemo program FKUB dilaksanakan
secara bersama FORKOMPIMDA kabupaten Boalemo sampai ditingkat pemerintahan desa mensosialisasikan
pelembagaan tradisi multikulturalisme.

Dengan adanya kebijakan di atas membuat hubungan harmonis antar kelompok etnis dari transmigrasi
dan kelompok etnis lokal hingga saat ini tidak terjadi konfik horizontal maupun konflik vertikal, sekalipun

potensi konflik itu ada di wilayah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Dampak Kebijakan ketahanan nasional dalam penataan etnis melalui pelembagaan tradisi multikulturalisme
terhadap ketahanan wilayah di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.
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Kebijakan ketahanan nasional terhadap pelembagaan tradisi multikulturalisme di wilayah kabupaten
Boalemo sebagai lokasi penempatan transmigrasi memberikan dampak yang positif khususnya bagi kemajuan
pembangunan pertanian menuju ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi bagi pemerintah daerah
kabupaten Boalemo. Mengapa demikian karena sikap multikulturalisme telah membuka ruang komunikasi
antar etnis dalam membangun daerah Kabupaten Boalemo menjadi terbuka dalam segala hal. Sebagaimana
kegiatan usaha pertanian dan usaha perdagangan warga transmigrasi dapat diterima warga masyarakat lokal
Gorontalo. semua ini berkat kerja keras pemerintah daerah dalam melembagakan tradisi multikulturalisme
melalui kebijakan makro dilaksanakan oleh Forum Komunikasi antar umat Beragama (FKUB) serta didukung
oleh kearifan lokal serta institusi pendidikan formal membentuk warga masyarakat di kabupaten Boalemo

menjadi warga masyarakat yang harmonis.

SIMPULAN

Temuan terpenting pada objek penelitian melalui (P) Kebijakan ketahanan nasional dalam
melembagakan tradisi multikuturalisme dinilai efektif dalam menjaga integrasi nasional diwilayah kabupaten
Boalemo sebagai lokasi penempatan transmigrasi di Provinsi Gorontalo yang dilakukan melalui kebijakan
makro dilaksanakan secara rutin disebabkan (R) adanya kerjasama aparatur pemerintah daerah kabupaten
Boalemo sampai ketingkat pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa yang sangat terorganisir sesuai
dengan formulasi kebijakan yang direncanakan. Demikian juga bentuk-bentuk kelembagaan penataan etnis
(E) seperti peran lembaga pendidikan formal dan kearifan lokal dilaksanakan secara terencana. (C) Dengan
kerja keras pemerintah daerah kabupaten Boalemo melaksanakan program kebijakan makro pemerintah pusat
daerah kabupaten Boalemo dapat dijadikan sebagai roo/ model dalam menata hubungan antar etnis di negara
Indonesia.

Kekuatan Tulisan (Kontribusi)(P)kebijakan ketahanan nasional yang menjadi pilihan penataan antar
etnis melalui pelembagaan tradisi multikulturalisme melalui kebijakan makro membentuk Forum komunikasi
antar umat beragama (FKUB) berhasil dalam meredam konflik antar etnis di wilayah kabupaten Boalemo
Provinsi Gorontalo.(R)karena berdasarkan hasil penelitian terungkap ada kekuatan baru model penataan etnis
tradisi multikulturalisme dilokasi transmigrasi, dimana kelompok etnis lokal Gorontalo memiliki kesamaan
dalam mewujudkan kearifan lokal, dan ditunjang oleh institusi pendidikan formal dalam menanamkan nilai-
nilai tradisi multikulturalisme kepada setiap generasi (E) sementara nilai tradisi multkulturalisme telah tumbuh
pada warga etnis lokal dengan warga transmigrasi dan masih terpelihara sehingga mempermudah warga
masyarakat menyatu dengan kehidupan antar etnis lokal Gorontalo dengan etnis warga transmigrasi. (C) Hasil
penelitian ini menunjukan keberhasilan kebijakan ketahanan nasional terhadap pelembagaan tradisi
multikulturaliusme melalui Forum komunikasi antar umat Beragama (FKUB), dan ditunjang oleh para tokoh-

tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat di wiayah kabupaten Boalemo dalam melembagakan tradisi
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multikulturalisme sebagai nilai asli (kearifan lokal) yang ada pada warga masyarakat membuat hubungan antar
etnis dilokasi transmigrasi tidak mengalami konflik sosial.

Keterbatasan tulisan (yang belum sempat dikerjakan ) adalah (P) Pemerintah daerah belum memiliki
rancangan peraturan daerah tentang tradisi multikulturalisme sebagai wujud pemerintah daerah bertanggung
jawab penuh kepada stabilitas politik,sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Artinya belum lengkap
sebuah model penataan etnis bila pemeintah tidak memformulasikan kebijakan ketahanan nasional pada
pelembagaan tradisi multikulturalisme dalam memberikan rasa nyaman kepada warga transmigrasi dalam
jangka waktu yang panjang. (R). Dengan hadirnya Peraturan Daerah terhadap pelembagaan tradisi
multikulturalisme akan melengkapi kebijakan mikro menambah bentuk kebijakan ketahanan nasional yang
bersifat makro yang dilaksanakan oleh semua pemerintahan daerah di Indonesia. (E) Dengan ketiadaan
peraturan daerah tentang tradisi multikultralisme akan menjadi sebuah kelemahan bagi pemerintah daerah
dalam mewujudkan integrasi nasional yang sifatnya pormanen, mengapa demikian karena apa yag dilakukan
pemerintah daerah dalam melembagakan tradisi multikulturalisme masih memiliki kekurangan dan berharap
kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo harus memiliki perda tentang tradisi multiulturalisme.
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